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TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan uraian tugas masing-masing Perangkat
Daerah yang dimaksud:

. bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas tugas dan
fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tercapainya
pelayanan yang maksimal sebagai pelaksanaan
pelayanan publik yang efektif dan efisien,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat
Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentusan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara :Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),
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a.

ab.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang4.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang5.
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438):

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang6.
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723):
.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang7.
Administrasi Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

8.

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang9.
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828),
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penanggulangan Bencana:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan
Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana:



Menetapkan

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah:
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
11 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11):
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
10 Tahun 2011, tentang Perubahan pertama atas
peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.2.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

3.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disebut BPBD.

5.

Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin BPBD.6.
Sekretaris Badan adalah Sekretaris Penanggulangan
Bencana Daerah.

7.

Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin Bidang
pada BPBD.

8.

. Kepala Sub Bagian adalah pejabat yang memimpin Sub9.
Bagian pada BPBD.

Kepala Sub Bidang yang selanjutnya disebut Sub
Bidang adalah Pejabat yang memimpin pada Bidang.



11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

12. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut TAPKIN
adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kredibilitas dan keluaran terukur.

13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disebut LAKIP adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut LHKPN.

15. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disebut
LP2P.

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang
selanjutnya disebut LKPJ.

17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disebut LPPD.

18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut LKPD.

19. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya
disebut Kelompok Jafung.

20. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPTB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
betanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penanggulangan bencana.

Pasal 4
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai fungsi
meliputi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat, tepat, efektif dan efisien:dan



b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana,terpadu, dan
menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

a. Kepala Badan,
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Keuangan, dan
3. Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
1. Sub Bidang Rehabilitasi: dan
2. Sub Bidang Rekonstruksi.

d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pencegahan, dan
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

e. Bidang Kedaruratan, membawahkan:
1. Sub Bidang Tanggap Darurat, dan
2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik.

f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Operasional,dan
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB):
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6
Uraian tugas Kepala BPBD yang meliputi :

a.

b.

membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya melalui
Sekretaris Daerah:
memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan,
memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang
Penanggulangan Bencana Daerah,



. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokokd.
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah,

. merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA dan RENJAe.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP
Badan, melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui
Sekretaris Daerah ke Bagian Administrasi Organisasi:
menghimpun dan menyampaikan bahan laporan
penyusunan LKPJ Bupati, LPPD dan LKPD setiap akhir
tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

. menyusun konsep sasaran dan menetapkan kebijakanh.
teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah:
membina, mengatur dan melaksanakan kerjasama serta
koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang
tanggungjawabnya,

1.

mengorganisasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
pokok di bidang Penanggulangan Bencana sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati,
merumuskan kegiatan meliputi urusan umum
ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,

k.

mengkoordinasikan, menyusun kebijakan penentuan
status keadaan darurat bencana pada saat tanggap
darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber
daya manusia, peralatan, logistik,

1.

. merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknism.
penyelenggaraan penanggulangan bencana:

. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadapn.
penyelengaraan penanggulangan bencana dimasing-
masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja
penanggulangan bencana,
mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan
program, strategis dan rencana kerja tahunan Badan
secara berkala kepada Bupati,dan

0.

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan Bupati.

P.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7
Uraian tugas Sekretaris yang meliputi :

a.

b.

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
administrasi teknis Badan,
memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:



. mengkonsultasikan dan memberikan saran pertimbangan
setiap kegiatan sekretariat kepada Kepala Badan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan bidang
tugasnya,
mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, RENJA
tahunan ,TAPKIN dan LAKIP dan kegiatan operasional
Badan serta melaporkan kepada kepala daerah secara
berkala melalui Kepala Badan,

d.

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko
LHKPN dan LP2P dilingkungan Badan,

e.

mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur
penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD, dan LKPD setiap
akhir tahun ke Kepala Badan:

f

mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Badan,

g

. Mengkonsultasikan kegiatan di sekretariatan yang bersifath.
urgen kepada kepala Badan:
mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan
pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa
pemerintah, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
pengadaan barangj/jasa, mengiventarisasi serta
mengusulkan penghapusan barang di lingkungan Badan:

1.

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan
Sekretariat Badan meliputi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Keuangan dan Penyusunan Program,
menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program
kegiatan Sekretariat Badan,

k.

mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat
Badan:dan

1

m. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
yang meliputi :

a.

b.

membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan Sub
Bagian umum dan kepegawaian,

membagi tugas, membimbing/memberi arahan,
memotivasi, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan:
merencanakan kegiatan kerja dan anggaran Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,
merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
RENSTRA, RENJA,TAPKIN dan LAKIP urusan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,

d.

mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan
barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

e.



f. merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan
barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan
barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan,
mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara
barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak
berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi
pengelolaan BMD,

g. melaksanakan administrasi umum meliputi ketata
usahaan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan:

h. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali
kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar
Nominatif Presensi Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan
(DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala,
ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU,
Satyalancana Karya Satya, Cuti, LHKPN dan LP2P sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku:

i. merencanakan dan melaksanakan administrasi kegiatan
urusan rumah tangga Badan meliputi kegiatan
administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa,
pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan
transportasi,

j. mengkonsultasikan dan memberikan saran /masukan
kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dalam melaksanakan kegiatan urusan
umum dan kepegawaian,

k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian
dilingkungan Badan:dan

1. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 9
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan yang meliputi :
a. membantu sekretaris dalam melaksanakan proses

administrasi keuangan Badan,
b. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan

menilai hasil kerja bawahan,
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPD

pada Sub Bagian Keuangan,
d. mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang

bersifat urgen kepada Sekretaris :

e. memberi petunjuk, saran dan masukan kepada Sekretaris
Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya,

f. menginventarisir, menyiapkan dan mengolah bahan untuk
pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Badan,



merencanakan, melaksanakan dan melaporkan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan keuangan dilingkungan
Badan:dan

g

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Atasan.

h.

Pasal 10
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusun Program yang
meliputi :

a.

b.

membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan urusan
Penyusunan Program,
memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:
merencanakan, mengkompilasi dan melaporkan kegiatan
penyusunan RENSTRA dan RENJA Badan,

c.

merencanakan, mengkompilasi dan melaporkan kegiatan
penyusunan TAPKIN, LAKIP Badan melaporkan ke kepala
badan melalui Sekretaris Badan:

d.

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatane.
penyusunan RKA / DPA Badan:
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
penyusunan usulan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana
Kerja Tambahan Badan,
merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan penyusunan program:dan

8

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugash.
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 1i
Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
yang meliputi :
a.

b.

membantu Kepala Badan di Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi melalui sekretaris Badan,
membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas
dan menilai hasil kerja bawahan,

. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunand.
RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi:
memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal
teknis:
mengkoordinasikan dan memberi petunjuk teknis yang

e.

£
berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi:



g. mengarahkan, evaluasi dan monitoring perencanaan dan
pelaksanaan dalam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

h. menyusun konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis
dalam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

j. menyelia laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada Kepala Badan,

k. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang
penanggulangan bencana meliputi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman
penanggulangan bencana,

IL mengkoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

sebagai
bahan

informasi dan pertanggung jawaban kepadaKepala Badan:
m. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program

dan Rencana Kerja tahunan Badan:
n. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi:

o. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

p. Mengkoordinasikan verivikasi pasca bencana:dan
ga. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 12
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi yangmeliputi :
a. membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Rehabilitasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
c. melaksanakan kegiatan urusan Rehabilitasi:
d. memberi petunjuk,membimbing, membagi tugas dan

menilai hasil kerja bawahan:
e. merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi

teknis penyelenggaraan urusan Rehabilitasi,
£ mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan

kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah vana nerhi
diambil dalam urusan Rehabilitasi,
merencannkan kesintan dan menyiapkan bahari

ks RENGTRA, RENJA,TAPKIN dan LAKIP urusan
:
kepada Kepala Bidang:

h. merencanakan kegiatan, menyiapkan hehan penyusunan
Rehabilitasi kepada Kepala Bidang:

| meorenranakan kegiatan dan memfasilitasi penyiapan
tonik Pes Ai rehabiktasi pada wilayah
pascabencana yang meliputi kegiatan

perbaikaningkungan daerah bencana, perbaikan prasarana da
sarana umum, pemberan bantuan perbaikan
masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek
perserintahan dan kehidupan masyarakat,



n.

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
mengkoordinasikan hubungan kerja dengan instansi dan
lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan
bencana pada pasca bencana,
merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Rehabilitasi:

k.

merencanakan kegiatan dan membuat laporan
pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan
Rehabilitasi:

L

. merencanakan pelaksanaan verivikasi pasca bencanam.
urusan Rehabilitasi:dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 13

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Rekonstruksi yang meliputi:

b.

membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
merencanakan kegiatan dan anggaran urusan
Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
melaksanakan kegiatan urusan Rekonstruksi,
memberi petunjuk,membimbing, membagi tugas dan
menilai hasil kerja bawahan:

d.

merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi
teknis penyelenggaraan urusan Rekonstruksi,
mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan
kepada Kepala Ridang tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam urusan Rekonstruksi,

£

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP urusan
Rekonstruksi Kepada Kepala Bidang,

&

Lt
ABKAA

muinasi Jai arclaksanakan rckonsiruksi padaLjna el Laka yang Ingipul kegialan perbaikan
ingkungan daerah bencana,perbaikan prasarana dan
sarana Umum,pemberan bantuan mean eta
masyarakat dan Jain-lan untuk berlambuh dan

giat poitaTeenALInasi, BUbial, Udik Is Iiay adberkembangnya he
ag nya Pa at araskuanydlakai pada wilayah pasca bencana,

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan
dan-mengkoordinasikan hubungan kerja denDgan

Insta

tembaga terkait dalam rangk rekonstruksi
si s

merencanakan
—

kegiatan 'betaksanaan. monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Rekonstruksi:
merencanakan kegiatan dan membuat laporan

ja
Pp

k.
pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan
Rekonstruksi:
merencanakan pelaksanaan verivikasi pasca bencana
urusan Rekonstruksi:dan

L



m. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14
Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
adalah sebagai berikut:
a.

b.

membantu Kepala Badan di Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan melalui sekretaris Badan,
membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas
dan menilai hasil kerja bawahan,
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan
RENSTRA,RENJA, TAPKIN dan LAKIP Bidang Pencegahan
dan
n Kesiapsiagaan,
5 gahan danKesiapsiagaan tentang langkah-langkah

yang perlu zambil dalam hal teknis,

AT

menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan
penetapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan dalam bidang Pencegahan dar
Kesiapsiagaan,

mengkoordinasikan
dan melaksanakan

s
EPaja

Kap
cegahan peranggutanga berupa Tes .,

pemantauan dan pengenalan terhadap Sumber bahasya

£

ke8

atau ancaman bahaya untuk mengurangi dan
menghilangkan resiko bahaya:

8

mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada tahap bencana,

h.

Aina Serabi wika pend idikan dan
OT ata

Kesadaran,
kepedulian,

Iarsnnnan dam masyarakat dalam
menghadapi bencana:
mengkoordinasikan, fasilitasi dan menyiapkan bahan
penyusunan standar keselamatan,
Mengkoordinasikan insfeksi proteksi kebakaran, gedung
dan pemukiman,
Mengkoordinasikan pemetaan daerah rawan bencana:

. Mengkoordinasikan penempatan EWS fEarly Warning
System),
Mengkoordinasikan pelaksanaan , pengoprasian pusdalons
( pusat pengendalian oprasional system kh

n.

merencanakan . kegiatan , pelaksanaan
monitoring dan“3

NN aa NN maagal Tatan pellaksanaan
progam dan rencana

kerja tahunan yang berkaitan
Knigam Ui usa Huscgahan Gan Kesiapsiagaan,dan
melaksanakan dan melpet han huses kedinasan Tebe

0.

yang diberikan oleh Atasan.



Pasal 15
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pencegahan yang meliputi:
a. membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Pencegahan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
c. melaksanakan kegiatan urusan Pencegahan serta mernberi

petunjuk,membimbing, membagi tugas dan menilai hasil
kerja bawahan,

d. merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi
teknis penyelenggaraan urusan Pencegahan serta
mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan
kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang neru
diambil dalam urusan Pencegahan:

2. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan RENSTRA urusan Pencegahan,
merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan RENJA urusan Pencegahan serta
merercanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Pencegahan
kepada Kepala Bidang,

f. merencanakan dan melaksanakaan Pemetaan Daerah
Rawan Bencana,
jagrenvanskuan | an dan melaksanakan penyusunan
standar keselamatan serta melaksanakan dan
melaksanakan inspeksi proteksi kebakaran gedung dan
pemukiman,

h. merencanakan dan melaksanakan pemasangan EWS (Early
Warning System!
mercncanakan dan melaksanakan pengoperasian
Pusdalops,

J- merencanakan kegiatan dan melaksanakan mitigasi
raslalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi bencana, gladi
lapangan serta Pelatihan SAR,

k. merencanakan kegiatan darMa serta2 peni
banaTg kemLngkibar

: Ag 3 | kaapal suara Jangsung
melahi media merencanakan kegiatan dan

asi sebelum te adi be 1513

TER Ria meta Fa Lan Peri Yaa Sean san us . sega
pencegahan dan

sutigasi pada tahap bereana
merercanakan kegiatan dan melaksanakan peraberdayaan
masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada
pra bencana,
merencannkan keginina dam

kerja dengan instansi dan
pencegahan dan mitigasi pada prabencanu:

teknis nencesahan dan mitigasi bencana herdasarkan
pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman
penanggulangan bencana:

f



n.

a.

merencanakan kegiatan dan melaksanakan pendidikan
dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk
meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan
Kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana,
merencanakan kegiatan pelaksanaan

monitoring
dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengar urusan
Pencegahan, membuat laporan berkala merencanakan
kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan, program dan
rencana kerja tahunan Pencegahan:dan
mmelaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 16
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan yang meliputi:
a.

b.
membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
merencanakan kegiatan dan anggaran, Urusar
Kesiapsiagaan

sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

rasiaksanakan kegiatan urusan Kesiapsiagaan:
. memberi petunjuk,membimbing, membagi tugas dan
menilai hasil kerja bawahan:

merencanakan
kegiatan dan melaksanakan administrasi

nis penyelenggaraan urusan Kesiapsiagaan:
e.

menykonsultasikan, memberikan saran dan masukan
kepada Kepala Bidang

tentang
langkah-langkah yang peri

diambil dalam urusan Kesiapsingaan,
merencanakan kegiatan dan menyapkan bahan

. 5 MA mem ba TPA BRG dan LAKIP grusari
7. ANN Cai

Bi - TN AAN kan te Ha23 Ad sanui ie
arLi Pa HAB IRUnaKan Kegmuklan Cal MCnyjapkarbahan penyusunan RENJA urusan Kesiaapsiagaan,

merencanakan kegiatan dan menyiapkan adlah
penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Kesiaprsiagaan
kepada Kepala Bidang:
merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan standar

Kesdlamatas:

kesiapsiaggaan
Deni

Hina

z8mna ing PA Atu diSEL LL oCardia PARU AN Ea OUR siapkan tarsekat 1uhbat guna

Tn.

« 4 “ :

Bo Re PN na Ie ig IL GR aaSU HA Usipasi Yentana,DT Tw

merencanakan kesistan, metakcangkan nematanaaana
bencana dalam rangka kesiapsiagaan pada
prabencana:

33

: Tang gan ker
dengan instansi dan lemcabaga terkait kesiapsiagaan pada
prabencana:
menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan
persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan
pedman yang telah ditetapkan untuk pedoman
penanggulangan

bencana:merencanakan kegiatan pelaksarasn murniiorimng

L

evaluasi kegiatan yang berkaitan Gengan Urusan
Kesiapsiagaan:

m.



n. merencanakan kegiatan dan membuat laporan
pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan
Kesiapsiagaan:dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Atasan.

.

Bagian Kelima

Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 17

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang
meliputi:
a. membantu Kepala Badan di Bidang Kedaruratan dan

b.

EIL

Logistik melalui sekretaris Badan,
membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas
dan menilai hasil kerja bawahan:
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang
Bidang Kedaruratan dan Logistik,

mengkoordinasikan, penyusunan RENSTRA Bidang
Logistik,

mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan
RENJA Bidang Kerarnrratan dar Lagiiieta Le ASF 2g

mengkoordinasikan dan penyusunan TAPKIN dan LAKI£
Pidang Kedaruratan dan Logistik kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris:

memberikan
saran dan masukan

kepada
Kepals Padan

urusari Kesdrunaanan TTAt
Laga

na S3
g

yang perlu diambil dalam hal te
penjas ir .3
te HE inaukan dan petunjuk teknis yang berkaitan
IKiaksenaan Kedaruratan dan Logisik,
mengkoordinasikan, mengarahkan, petuntuk kebiiskan
yang terkait dengan bidang Kedaruratan dan Logistik:

.

menyusun konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis
thn ena Aan eta Hadaaratan an Tana

mengkoordinasikan penentuan status keadaan daruratbencana peda Saat tenggat least tea aa

akses pengerahan sumber daya manusia
logisiik sarana dan prasarana,
mengkonrdinasikan nelaksanaan monitoring, evalnasi
bidang Kedaruratan dan Logistik:
membuat laporan pelakeanaan proeram dan rencane eria
tahunan Kesiapsiagaan:dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Atasan.

Pasal 18
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat yang
melputi:
2. ngmbantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,
b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Tanggan

Darurat sebagai pedoman pelaksanaan Hugusy



ya

3.

melaksanakan kegiatan urusan Tanggap Darurat :

memberi petunjuk,membimbing, membagi tugas dan
menilai hasil kerj bawahan:

d.

merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi
teknis penyelenggaraan urusan Tanggap Darurat:
mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan

kepada
Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu

ckambil dalam urusan Tanggap Darurat,

£

ricrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penyusunan RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP urusan
Tanggap Tanggap Darurat,
merencanakan

kegiatan
dan mpelaksanakan

: Pte na 5 jga segi tanguap darurai yang
bari, penyeiamatannyawa

dan harta
kebutuhan

daser PENELELISAT:Bad

Para Pon agaaa an -
Pa TE ANN NIpengung:33 Tpi KE UN metana

RP pi ah UP aa

nerenarahngn tunai adan 13 Pai Eta33 me aa Feb KS

Sur Dan.

hi “ng 7 " - P3 Pn
B nga PIA

:
Tah Takondah bencana urusan Tanggap Darurat

- Li Inah wa ana mat NN MAA arPomulondkal kegislan, menyiapkan bahan menyusun

3

standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan
personil urusan Tanggap Darurat,

kosiatan, membantu Komandan
datar 3 camber daya yang

kak dalamrangka tanggap
Garurai beimarna,
merencanakan kesiatan dan menviankan hahan
perimbangan konada Pupati dalammenentukan status

£.
Pa sa ongtage ,Cik Li Katun PONCANE,

Inarumeonkan kegiatan Aan melaksanakan
hubungankeria dengan instangi dan lembaga terikafe di

penanggulangen hencana pada saat tangan bego ala
PAN yu3 peng Da EBT ke LerpaduaAi peGanggyulangan
Depan

“&

Iaciciwanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring
dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan
Tanggap Darurat:
merencanakan kegiatan dan membuat laporan

sanaan program dan rencana kerja tahunan Tanggap
Darurat:dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Atasan.

Ka

Pasal 1S

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Distribusi dan Logistik yang
meliputi:
a. membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik:

Ike kenfaban dan Hoyggaran, urusan Distribusi
an Logistik sebegai pedoman pelaksanaan tugas:
melaksanakan keriatan urusan Distribusi dan Logistik:

ka Po BN aga a, sets Da

menilai hasil kerja bawahan:



5.

#

merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi
teknis penyelenggaraan urusan Distribusi dan Logistik,
mengkonsutasikan, memberikan saran dan masukan
kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam urusan Distribusi dan

Logistik,

e.

£

merencanakan kegiatan dan Er&
penyusunan RENSTRA, RENJA, TAPKIN
Distribusi dan

Logistik:
ketutuhanlogistik dan peralatan dalampenyelenggaraan
penanggulangan bencana:

1 53

bet
n .

morentanakan kenafan an
pstik dari instansi/ lembaga dan masyarakat meliputi

3 Linlantana, Cilntinad oo
Gal peregunaan untuk

mau tanggap darurat,
merencanakan

kegiatakerja dengan ing

TadiTEAp Kia ta aiTa

membuat lanoran penerimaan dan penggunaan logistikk
t » Ate tampada saat tanggap Aa :

Pan an nam - aa, - -
Paahunan serta BEA naa 2

berdasarkan kegiatan yang Ta

mei Shidakimaan
ak AnkoadiaplaA oo SAAABAKNL sadanaa YERAH aa A AHA

2531 11341311661Da

- n Pan A . Hm tmmerencanekan dan menadaksa
dan evaluasi serta taporan
Pistribusi dan Logistik:
Hn naa Inna da aon Ansaran
ku ida an derain San Fendana Senja tahunan
Distribusi dan Logistik::dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Atasan.

Bagian Keenam

n.

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 20
Uraian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran yang
meliputi:
&.

b.

membantu Kepala Badan di Ridang Pemadam Kebakaran
melalui Sekretaris Badan,
membina, mengatur, men

ngarahkari
dan membagi tugas

AA 8 App InJan menbai hasil keija bawahan,
Tenngkosriinasikan pelaksanaan kosiatan di Didang
Intan dara Kabnlrnmar

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunand.
Pen dang Pemadam Kebokaran:

usikan, menyiapkan bahan penyusunan
Peni a Hal MI, SAPKIN Gam LAMP Bkiang Pemadam
Kebakaran:



memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan
urusan Pemadam Kebakaran tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dalam hal teknis,

£

mengkoordinasikan petunjuk teknis yang berkaitan
pelaksanaan Pemadam Kebakaran,
menyusun konsep sasaran, mengumpulkan hahan
peningkatkan SDM tingkat dasar, larguton, Instreiekear,
TOT dan inspektur pemadam,

h.

pettunjuk tehnis pelaksanaan dalam bidang
Pemadam Kebakaran:
mengkonrdinasikan pengawalan dan pengamanan
terjadinya bencana kebakaran,

4.

mengkonrdmasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi
bidang Pemadam Kebakaran,
membuat laporan pelakssanasa rrngram dan rencana kera
tahunan PemadamKebakaran:dar
.imelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

t 1cish Kepala Badan.

Pasal 21
Uraian tugas

Kepala
Sub
Dang

Operasional yang melipulk:

z
373

pa dam Kebakaran
41 kegiatan dan ang aran, urusan Operasional

melaksanakan

»

kegiatan urusan Operasionah

IL

ramsaberi peranjuk, membumbing, membagi tugas dar
dai basilkerja bawahan:
mercacanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi
teknis penyelenggaraan urusan Operasemat,

mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan
kopeda Kenala Ridang tentang langkah-langkah yang pertu
diambil dalam urusan

" Operasional,merencanakan k
penyusunan KENSI
Operasional,

Mm

NN KanaanTa Dan han kaan da Lohan perumusan
Operasional dalam penanggulangan terjadinya

kebakaran yang dilakssangkan berdasarkan pederuan
SETuNjUK tekris,

»
kegiatan, menyiarkan bahan menyusun
Oi prosedur keseiamatan dan kesehatan
m kebakaran:

merencanakan “kegiatan dan
ie MH Fa peraFA

Tr
kebijakan (pel aiuuiai Pan aka lesaan mi bean
pemadaman:
:

' Leping, malainasnaa pengaggian agan
Gan panadkunan atas tedadinya peristiwa kebakaran baik
nada rumah tangan, medium Tenrrton Menahan
permukiman penduduk, kebun dan kawasanbutar,



Il. merencanakan kegiatan melaksanakan koordinasi dengan
instansi terkait dalam rangka evakuasi terhadap korban
kebakara:
merencanakan kegiatan dan mempersiapkan simulasi
pemadam kebakaran dengan lintas sektoral:

5
n. merencanakan kegiatandan melaksanakan

sasiapenyuluhan dini tentang pemadam kebakaran
dan menyiapkan peralatan-

enanggitangan
dan pemadamanan

Lkebaka an,
t H3 3 £

Ta Pa». Merencanakan kegaian pelaks
pengamanan terjadinya bencana !

Ing

1. merencanakan Kemala
pejaksanaan proprami
Operasional:dar

aAhOrAan

re

3, nwlaksanakan bugas kedinasan lainnya yang diberikan
Gich Atasan.

Pasal 22
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana yang
meliputi:
a. membantu

» KepalaBidang
Pemadam Kebakaran:

.

- n . . Pa a. .- . , NN Iyggana BanaKa. SLIh AAL pe ad ijibasg tah SA Mi, aing KBR GI

Inerencafi sib.
Pras: ana sebagai dori

melaksanakan kepiatan unisan

meniai hesil kerja bawahan:

aa

teknis penyelenggaraan urusan Sarana danP
1 ah Lan saran dan masukan

114 langkah-langkah yang perlu
rana dam Prasarana:

merencanakan kegiaian dan melaksanak:2 5

ak

Pa SN Pan taaa Op . BNNNN PEN 2
|

penyusunan RENSTEADENLJA TAPKIN An TAKTE
Sarana dan Prasar

Ii. merencanakan kegiatan dan menyiapkan banar
perumusan kebijakan Sarana dan Prosarena
penanggulangan teiciian &

berdasarkan vedoman dan Ia

t 6

3. merencanakan kegiatan dan mengsuailnn nengadaen
. IN - Dn Sa . A3

"

Mralatan EA li Meiik insani, Ie tenor ahem It
2etoge menes

perajatan operasionn!penanganan Bun ea

4E2



Il. merencanakan kegiatan dan mengumpulkan bahan
peningkatkan SDM tingkat dasar, lanjutan, instruktur,
TOT dan inspektur pemadam,
Linpruanakan kesialan dan mempersiapkan simulasi
penggunaan alat pemadam kebakaran dengan lintas
sektoral:

n. merencanakan kegiatan dan melaksanakan sosialisasi dan
penyukihan tentang penggunaan alat pemadam

perrencanakan kegiatandan menyiapkan bahan peralatan
teknis dalamnengpungan alat nemadaman saat terindinya

a43

kebakaran:
0

merengargkan kerintan dan melakukan penyimpanan
peralatan/perlengkapan cperasionak3

4 Pi

Li Yi
Irnerasora

T. merencanakan dan eren Tenan nanas

dan Prasarana:dan
3. melaksanakan tugas kedinasan lainnva yang diberikan

oleh Atasan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 23

(ll) Unit (Pelaksana Teknis Badan
mempunyai

tugas
mntatrnanlen KAabaman terang PET sesuai depez ana PPN tu

srus Badan were dibentuk
danditetapkan dengan Peraturan Bupsh berdasarkan

kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan
Ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan beraturan
per yadang—indanygan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIGNAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Padan
snanggulangan unta

Kartanegara sesual dengan
beriaku.

d Pa

#1 Kelompok Jabatan Pungetanu? Fl Pn
Bencana Daerah Kabupaten Kutai Karlamesara
sejumiah tenaga dan jenieas istatas Sushi

Tukskaan sukai

Bencana Daerah.



(2) Jumlah Jabatan Fungsional di tentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DRS. EDI DAMANSYAH, IW.

NIP. 19650302 199403“1 Ol1
Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3
TAHUN 2015


